Kekerasan Seksual Pada
Perempuan Berdasarkan UU
No. 12 Tahun 2022

by Dimas Gibran Satrio Utomo

Submission date: 19-Jun-2024 09:31AM (UTC+0700)

Submission ID: 2405098718

File name: Aliansi_Vol_1_no_5_September_2024_hal_42-55.pdf (701.78K)
Word count: 4963

Character count: 33388



Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Volume. 1, No.5 September 2024

e- ISSN: 3031 9706 p- ISSN: 3031- 9684 Hal 42 55

oP El'la ACCESS

Kekerasan Seksual Pada Perempuan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022

Dimas Gibran Satrio Utomo
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Email : dmsgbrnedu@ gmail.com

Tajul Agfin
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Email : Tajularifint4 @ gmail .com

J1. A_H. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614
Korespondensi penulis : dmsgbrnedu@ gmail.com

5
Abstract. Law No. 12 of 2022 concemning the Prevention and Handling of Sexual Violence Crimes has beconie a
significant milestone in the effort to combat sexual violence, especially against women, in Indonesia. In this
context, this article explores the impact and implications of the law, as well as the challenges faced in its
implementation. Through qualitative analysis of various sources of information, including the text of the law,
official reports, and related literature, this article provides a comprehensive understanding of how the law affects
the protection of victims of sexual violence. The results of the analysis indicate that Law No. 12 of 2022 has
increased public awareness, strengthened victim protection, and marked a cultural shift towards sexual violence.
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Abstrak. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan
Seksual telah menjadi tonggak penting dalam upaya melawan kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan,
di Indonesia. Dalam konteks ini, artikel ini mengeksplorasi dampak dan implikasi dari Undang-Undang tersebut,
serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Melalui analisis kualitatif terhadap berbagai sumber
informasi, termasuk teks undang-undang, laporan resmi, dan literatur terkait, artikel ini menyajikan pemahaman
yang komprehensif telng bagaimana Undang-Undang tersebut memengaruhi perlindungan korban kekerasan
seksual. Hasil analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 telah meningkatkan kesadaran
masyarakat, memperkuat perlindungan korban, dan menandai perubahan budaya terhadap kekerasan seksual.
Namun, masih ada tantangan dalam penanganan kasus, perlindungan hak asasi manusia, dan peningkatan
kesadaran masyarakat.

Kata kunci: Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, kekerasan seksual, perlindungan korban, penegakan hukum,
kesadaran masyarakat

LATAR BELAKANG

Undang-undang adalah satu dari berbagai jenis peraturan yang berlaku di suatu negara
yang memuat kumpulan aturan yang ditetapkan oleh badan legislatif. Undang-undang ini
biasanya dibentuk untuk mengatur perilaku dan hubungan antara individu, institusi, dan
pemerintah. Dalam sistem hukum demokratis, undang-undang menjadi landasan bagi tatanan
sosial dan politik suatu negara. Dalam konteks pemerintahan, undang-undang memiliki peran
yang sangat penting. Undang-undang memberikan kerangka kerja yang jelas dan stabil untuk
kehidupan masyarakat. Mereka menetapkan hak dan kewajiban warga negara, serta

menyediakan mekanisme penegakan hukum untuk menangani pelanggaran yang terjadi. Selain
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itu, undang-undang juga bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan di dalam
masyarakat. Mereka mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan,
lingkungan, ekonomi, dan lain-lain, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak individu dan
mempromosikan kesejahteraan bersama.

Proses pembuatan undang-undang melibatkan serangkaian langkah yang kompleks dan
ketat. Biasanya dimulai dengan inisiatif dari anggota legislatif atau eksekutif, yang kemudian
diikuti oleh pembahasan, penyusunan, dan pengesahan di dalam badan legislatif. Selama proses
ini, undang-undang dapat mengalami revisi dan perubahan untuk memastikan bahwa mereka
mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Setelah disahkan, undang-undang
menjadi instrumen hukum yang mengikat bagi semua pihak yang berada di wilayah hukum
yang bersangkutan. Mereka memiliki kekuatan untuk menegakkan aturan dan memberikan
sanksi kepada pelanggar. Namun, mereka juga dapat berfungsi sebagai alat untuk melindungi
hak-hak individu dan mengedepankan kepentingan publik.

Dalam sistem hukum yang demokratis, undang-undang harus sesuai dengan prinsip-
prinsip dasar seperti supremasi hukum, keadilan, kesetaraan, dan kebebasan individu. Mereka
juga harus dapat diakses dan dipahami oleh semua orang, sehingga setiap warga negara dapat
memahami hak dan kewajibannya dalam masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa
undang-undang bukanlah instrumen yang mutlak atau tidak berubah-ubah. Mereka dapat
disesuaikan dan direvisi sesuai dengan perkembangan dan perubahan dalam masyarakat. Oleh
karena itu, keberadaan mekanisme untuk melakukan evaluasi dan perubahan terhadap undang-
undang sangatlah penting dalam menjaga relevansi dan efektivitasnya.

Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah masalah yang mengguncang dan
merusak masyarakat secara mendalam _di seluruh dunia. Dalam realitas Indonesia, kekerasan
seksual telah menjadi ancaman scriuerrhadap hak-hak asasi manusia, kesejahteraan individu,
dan stabilitas sosial. Menyikapi tantangan ini, pemerintah Indonesia mengambil langkah besar
dengan mengesahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan
Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini bertujuan untuk
memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam upaya melawan kekerasan ﬁksual,
khususnya terhadap perempuan. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi esensi dari UU No.
12 Tahun 2022, dampaknya terhadap korban kekerasan seksual perempuan, dan langkah-
langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas perlindungan yang disediakan oleh
undang-undang tersebut.

Kekerasan seksual terhad%perempuan adalah fenomena yang telah merajalela di

Indonesia selama bertahun-tahun. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan
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dan Perlindungan Anak (KPPPA), hampir setiap hari terjadi kasus kekerasan seksual terhadap
perempuan di berbagai daerah di Indonesia. Bentuk kekerasan ini bisa berupa pemerkosaan,
pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan bentuk-bentuk lain yang merusak martabat dan
kesejahteraan perempuan.

Dalam mengatasi kekerasan seksual, perlunya hukum yang konkret dan komprehensif
menjadi suatu keharusan. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 mencerminkan komitmen
pemerintah untuk menangani masalah ini secara seriué Dengan memfokuskan pada
pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan, undang-undang ini memberikan
landasan yang kuat bagi upaya perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual,
khususnya perempuan.

UU No. 12 Tahun 2022 menyajikan serangkaian ketentuan yang mengatur berbagai
aspek terkait kekerasan scksual. Salah satu poin utama dari undang-undang ini adalah
pengaturan mengenai pencegahan, dimana upaya-upaya preventif harus ditingkatkan melalui
pendidikan, kampanye sosial, dan kebijakan-kebijakan yang memperkuat kesadaran akan hak
asasi manusia dan menghilangkan budaya pembenaran terhadap kekerasan.

Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali mengalami dampak
psikologis, emosional, dan fisik yang mendalam. Mereka sering kali merasa terisolasi, takut,
dan tidak aman. UU No. 12 Tahun 2022 memberikan landasal yang lebih kuat bagi
perlindungan dan pemulihan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Dengan
menegaskan hak-hak korban, memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan dukungan,
dan memperkuat mekanisme penegakan hukum, undang-undang ini diharapkan dapat
memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan yang menjadi korban.

Meskipun UU No. 12 Tahun 2022 menandai langkah maju yang penting, masih ada
banyak tantangan yang perlu diatasi dalam upaya melindungi pcrcn&ouan dari kekerasan
seksual. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk peningkatan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya melawan kekerasan seksual, penguatan lembaga-lembaga yang
memberikan layanan dukungan bagi korban, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum
dalam menangani kasa kekerasan seksual ,dan upaya kolaboratif antara pemerintah, LSM, dan
masyarakat sipil. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual adalah tonggak penting dalam perjuangan melawan kekerasan seksual,
khususnya terhadap perempuan. Namun, untuk mencapai perlindungan yang lebih efektif,
perlu upaya bersama dari semua pihak untuk menerapkan undang-undang ini secara efektif,

memperkuat kapasitas lembaga-lembaga terkait, dan mengubah budaya yang membenarkan
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kekerasan. &nya dengan kerja keras dan kesadaran kolektif, kita dapat menciptakan

masyarakat yang aman dan adil bagi semua individu, tanpa terkecuali

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pendekatan
kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana Undang-Undang No. 12 Tahun
2022 memengaruhi perlindungan korban kekerasan seksual. Analisis kualitatif memungkinkan
kami untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang dan memaElmi konteks sosial, budaya,
dan hukum yang melingkupi implementasi undang-undang ini. Sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi teks lengkap Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, laporan resmi
terkait implementasinya, literatur terkait, serta studi kasus konkret yang relevan. Sémber data
ini dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang berbagai aspek yang terkait
dengan kekerasan seksual dan perlindungan korban di Indonesia.

Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, yang mencakup pembacaan dan
penafsiran teks undang-undang, laporan resmi, dan literatur terkait. Pengumpulan data juga
melibatkan pencarian informasi dari sumber-sumber online yang kredibel dan relevan dengan
topik penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan mengeksplorasi tema-tema
utama yang muncul dari data yang terkumpul. Proses analisis melibatkan identifikasi pola, tren,
dan keterkaitan antara berbagai informasi yang ditemukan dalam sumber data. Pendekatan ini
memungkinkan kami untuk memahami dampak undang-undang dengan lebih mendalam dan
kontekstual. Dengan menggunakan metode ini, kami dapat menyajikan analisis yang
komprehensitf tentang bagaimana Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 memengaruhi
perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia, serta menyoroti tantangan dan peluang
dalam implementasinya.

Pertama, tahap pemilihan sumber referensi dilakukan dengan cermat, memprioritaskan
sumber-sumber yang memiliki kredibilitas tinggi dalam menyajikan informasi terkait
kekerasan seksual, perlindungan korban, dan aspek hukum terkait. Kedua, dilakukan
pengumpulan data dari berbagai sumber referensi yang relevan. Data-data ini mencakup teks
lengkap undang-undang, data statistik terbaru tentang kekerasan seksual, studi kasus konkret,
dan tinjauan literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Kemudian, temuan dari berbagai
sumber data terscbut dianalisis secara kualitatif. Proses analisis ini melibatkan
pengeksplorasian tema-tema utama yang muncul, seperti upaya pencegahan kekerasan seksual,
efektivitas penanganan kasus, perlindungan hak-hak korban, serta kerja sama antara

pemerintah dan LSM.
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Ketika memahami teks dalam bentuk ayat Al-Qur’an, maka asbab_al-nuzul (sebab
turun) ayat itu harus dipertimbangkan dengan baikdan jika teks hukum itu berbentuk Hadits,
maka menurut Tajul Arifin aspek-aspek yang terkait dengan riwayah dan dirayah-nya harus
dipertimbangkan dan dianalisis secara cermat. Dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks-
teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan
sebagaimana dikehendaki oleh Syara’ dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan
apapun sepanjang mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumhur ulama karena
menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi natijah
(simpulan) yang dihasilkan

Selanjutnya, hasil analisis diberikan interpretasi yang mendalam, mempertimbangkan
konteks, implikasi, dan tantangan dalam menerapkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022.
Fokus diberikan pada pemahaman mendalam terhadap dampak undang-undang ini terhadap
perlindungan perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Hasil analisis kualitatif ini
kemudian disusun dan disajikan secara sistematis dalam artikel ini. Tujuannya adalah
memberikan wawasan yang komprehensif tentang perkembangan terbaru dalam upaya
melawan kekerasan seksual dan perlindungan terhadap perempuan di Indonesia. Dengan
pendekatan ini, diharapkan artikel ini mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam
memahami bagaimana Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 memengaruhi perjuangan
melawan kekerasan seksual, serta memberikan pandangan yang lebih jelas tentang langkah-
langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas perlindungan bagi perempuan

yang menjadi korban(Sugiyono, 2018).

HASI[d)AN PEMBAHASAN

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak
Pidana Kekerasan Seksual telah menjadi tonggak penting dalam upaya melawan kekerasan
seksual, khususnya terhadap perempuan, di Indonesia. Dalam pembahasan ini, kita akan
mengeksplorasi dampak dan implikasi yang ditimbulkan oleh undang-undang ini, serta
Entangan yang mungkin dihadapi dalam penerapannya. Salah satu_dampak utama dari
Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 adalah penirﬂatan kesadaran akan kekerasan seksual dan
perlindungan terhadap korban. Dengan adanya undang-undang yang secara tegas mengatur
tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, masyarakat menjadi lebih sadar
akan pentingnya melawan kekerasan seksual dan memberikan perlindungan yang adekuat bagi
korban. Hal ini tercermin dalam meningkatnya jumlah laporan kasus kekerasan seksual yang

dilaporkan ke pihak berwenang setelah diberlakukannya undang-undang ini.
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Namun, peningkatan kesadaran ini juga membawa tantangan tersendiri dalam hal
Hanganan kasus kekerasan seksual. Meskipun ada peningkatan jumlah laporan, masih
banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan karena berbagai alasan, termasuk
ketakutan akan stigma sosial, kurangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan, dan tekanan
dari pelaku atau lingkungan sekitar. Oleh karena itu, meskipun undang-undang telah ada, tetap
diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan akses korban ke layanan dukungan dan
perlindungan, serta memperalat sistem penegakan hukum untuk menangani kasus-kasus
tersebut dengan lebih efektif. Selain itu, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 juga memberikan
landasan yang lebih kuat bagi perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Undang-
undang ini menegaskan hak-hak korban, termasuk hak atas layanan kesehatan, layanan
psikososial, dan bantuan hukum. Hal ini merupakan langkah positif dalam memberikan
perlindungan yang holistik bagi korban kekerasan seksual, yang tidak hanya mencakup aspek
hukum tetapi juga aspek kesehatan dan psikososial.

Perlﬁliakui bahwa perubahan budaya dalam masyarakat tidak terjadi secara instan.
Meskipun Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 memberikan dasar hukum yang kuat,
mengubah sikap dan perilaku yang telah tertanam dalam masyarakat memerlukan waktu dan
upaya yang berkelanjutan. Oleh karena itu, selain dari aspek hukum, pendekatan yang holistik
dan terpadu diperlukan untuk mencapai perubahan yang lebih mendalam dalam sikap dan
perilaku terhadap kekerasan seksual. Dalam mengatasi tantangan tersebut, pendidikan dan
kampanye sosial memainkan peran yang sangat penting. Masyarakat perlu diberi pemahaman
yang lebih baik tentang bahaya kekerasan seksual, hak-hak korban, serta cara mendukung dan
melindungi mereka. Program-program pendidikan dan kesadaran yang terstruktur dan
berkelanjutan harus diperkuat, baik di sekolah maupun di masyarakat umum. Selain itu,
penguatan lembaga-lembaga yang memberikan layanan dukungan bagi korban juga merupakan
langkah penting. Pusat krisis, rumah perlindungan, dan layanan konseling harus diperluas dan
diperbaiki untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan bantuan yang
mereka butuhkan, tanpa diskriminasi atau stigmatisasi.

Dalam konteks ini, kerja sama antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta sangat
penting. Kolaborasi lintas-sektoral dapat memperkuat kapasitas dan efektivitas upaya
perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Misalnya, pemerintah dapat bekerja
sama dengan perusahaan untuk menyediakan layanan kesehatan dan konseling bagi karyawan
yang menjadi korban kekerasan seksual. Di samping itu, perlindungan terhadap kelompok

rentan lainnya, seperti anak-anak dan orang dengan disabilitas, juga harus diperhatikan secara
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khusus. Mereka sering kali rentan terhadap kekerasan seksual dan membutuhkan pendekatan
yang lebih sensitif dan terfokus dalam upaya perlindungan dan pemulihan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, evaluasi
terus menerus terhadap pelaksanaannya juga penting. Evaluasi ini dapat mengidentifikasi
kelemahan dalam implementasi undang-undang dan menyediakan masukan yang berharga
untuk perbaikan ke depannya. Perlu juga diperhatikan bahwa keberhasilan dalam mengatasi
kekerasan seksual tidak hanya tergantung pada keberadaan undang-undang yang kuat, tetapi
juga pada kapasitas dan komitmen institusi terkait dalam menerapkan undang-undang tersebut.
Oleh karena itu, pembangunan kapasitas bagi aparat penegak hukum dan lembaga lainnya
harus menjadi prioritas. Sementara itu, dukungan dari masyarakat juga sangat pﬂting dalam
mendorong perubahan yang lebih baik. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya
pencegahan dan penanganan kasus kekerasan scksual, baik sebagai pengamat, advokat, atau
penyedia layanan dukungan. Selain itu, advokasi dan kampanye publik dapat menjadi alat yang
efektif untuk memperjuangkan perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual.
Organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi dapat memainkan peran penting dalam
mengangkat isu kekerasan seksual ke permukaan dan mendorong perubahan kebijakan yang
lebih baik.

Dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam terkait kekerasan seksual,
pendekatan berbasis hak asasi manusia sangatlah penting. Perlindungan hak aﬁsi manusia,
termasuk hak-hak perempuan dan anak-anak, harus menjadi fokus utama dalam upaya
pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Selain itu, penting juga untuk
memperhatikan aspek budaya dan struktural yang mungkin memperkuat atau memfasilitasi
kekerasan seksual. Budaya patriarki, ketidaksetaraan gender, dan ketidakadilan sosial dapat
menjadi faktor risiko yang memperburuk situasi kekerasan seksual. Dalam konteks global,
Indonesia juga dapat belajar dan berbagi pengalaman dengan negara-negara lain dalam
mengatasi kekerasan seksual. Kerja sama internasional dalam pertukaran pengetahuan dan
praktik terbaik dapat memperkuat kapasitas Ind(acsia dalam melawan kekerasan seksual.

Sebelum menguraikan analisis dampak Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penting untuk melihat
kerangka teoritis yang melingkupi topik ini. Dalam literatur hukum dan sosiologi, kekerasan
seksual telah lama menjadi fokus perhatian, baik dari sudut pandang hukum, feminisme,
maupun studi gender. Salah satu kerangka teoritis yang relevan dalam konteks kekerasan
seksual adalah feminisme. Teori feminisme memberikan pemahaman mendalam tentang

ketidaksetaraan gender yang menjadi akar dari kekerasan seksual. Feminisme memandang
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kekerasan seksual sebagai manifestasi dari dominasi maskulinitas atas femininitas, dan
menekankan pentingnya melawan struktur kekuasaan yang mendukung ketidaksetaraan
gender. Selain itu, teori keadilan sosial juga relevan dalam memahami implikasi undang-
undang terkait perlindungan korban kekerasan seksual. Konsep keadilan sosial menekankan
pentingnya memberikan akses yang sama terhadap keadilan bagi semua individu dalam
masyarakat, termasuk korban kekerasan seksual. Dengan demikian, undang-undang yang
menyediakan perlindungan bagi korban kekerasan seksual dapat dilihat sebagai langkah
menuju keadilan sosial yang lebih luas.

Pendekatan hak asasi manusia juga penting dalam memahami isu kekerasan seksual.
Melalui kerangka kerja hak asasi manusia, kekerasan seksual dipandang sebagai pelanggaran
terhadap hak-hak individu untuk hidup bebas dari ancaman dan penyalahgunaan. Dengan
mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia dalam analisis, kita dapat menyoroti
pentingnya melindungi hak-hak korban kekerasan seksual dan menegakkan akuntabilitas
terhadap pelaku. Selain itu, literatur terkait juga menyoroti peran lembaga pemerintah dan non-
pemerintah dalam menangani kekerasan seksual. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa
kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil dapat memperkuat respons terhadap
kekerasan seksual dan meningkatkan perlindungan bagi korban.

Dengan memahami kerangka teoritis ini, kita dapat mengarahkan analisis terhadap
dampak Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 dengan lebih kontekstual. Analisis kami akan
mencoba untuk mengintegrasikan perspektif-perspektif ini dalam mengevaluasi efektivitas
undang-undang dalam melindungi korban kekerasan seksual dan mempromosikan keadilan
gender

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak
Pidana Kekerasan Seksual telah menjadi perbincangan penting dalam upaya melawan
kekerasan seksual di Indonesia. Dalam pembahasan ini, kami akan menganalisis dampak dan
implikasi yang ditimbulkan oleh undang-undang ini dalam konteks perlindungan korban
kekerasan seksual, penegakan hukum, dan perubahan budaya.

Salah satu dampak signifikan dari Undang-Undang No. 12 Tahuh2022 adalah
peningkatan kesadaran masyarakat akan kekerasan seksual. Dengan adanya undang-undang
yang secara tegas mengatur tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual,
masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya melawan kekerasan seksual dan memberikan
perlindungan yang adekuat bagi korban. Hal ini tercermin dalam meningkatnya jumlah laporan
kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke pihak berwenang setelah diberlakukannya undang-

undang ini. Namun, peningkatan kesadaran ini juga membawa tantangan tersendiri dalam hal
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anganan kasus kekerasan seksual. Meskipun ada peningkatan jumlah laporan, masih
banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan karena berbagai alasan, termasuk
ketakutan akan stigma sosial, kurangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan, dan tekanan
dari pelé(u atau lingkungan sekitar.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 juga memberikan landasan yang lebih kuat bagi
perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Hal ini tercermin dalam penegakan
hak-hak korban, termasuk hak atas layanan kesehatan, layanan psikososial, dan bantuan
hukum. Namun, dalam prakteknya, masih ada tantangan dalam memberikan perlindungan dan
pemulihan yang memadai bagi korban. Kurangnya sumber daya, terutama di daerah-daerah
terpencil, sering kali menjadi hambatan dalam menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh
korban kekerasan seksual. Selain itu, masih ada kekurangan dalam infrastruktur dan fasilitas
yang memadﬁuntuk mendukung layanan tersebut, seperti pusat krisis dan rumah perlindungan
bagi korban kekerasan seksual.

Meskipun Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 memberikan landasan yang kuat bagi
penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual, masih ada tantangan dalam praktiknya.
Lambatnya proses peradilan, kurangnya bukti yang cukup, dan minimnya saksi yang bersedia
untuk memberikan kesaksian sering kali menjadi hambatan dalam penuntutan kasus kekerasan
seksual. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual juga harus memperhatikan hak asasi
manusia dan prinsip keadilan. Terdapat risiko bahwa dalam upaya untuk menegakkan hukum,
hak-hak individu, terutama hak asasi manusia korban dan pelaku, dapat diabai&n atau
dilanggar. Selain dampak langsung pada penegakan hukum dan perlindungan korban, Undang-
Undang No. 12 Tahun 2022 juga mencerminkan perubahan budaya dan sikap terhadap
kekerasan seksual di masyarakat. Dengan adanya undang-undang yang mengatur secara tegas
tentang perlindungan korban dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual,
diharapkan masyarakat akan lebih cenderung untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual
dan mendukung korban. Namun, upaya penerapan undang-undang ini tidak selalu berjalan
mulus. Masih ada kendala-kendala dalam sistem peradilan yang menghambat proses
penanganan kasus kekerasan seksual, seperti lambatnya proses peradilan, kurangnya bukti
yang ct&up, dan minimnya saksi yang bersedia untuk memberikan kesaksian.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak

idana Kekerasan Seksual telah membawa perubahan signifikan dalam upaya melawan
kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan, di Indonesia. Namun, masih banyak
tantangan yang perlu diatasi dalam penerapannya, termasuk dalam penegakan hukum,

perlindungan korban, dan perubahan budaya masyarakat. Diperlukan kerja keras dan komitmen
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sama dari semua pihak untuk mencapai tujuan perlindungan yang lebih efektif bagi korban
kekerasan seksual dan mewujudkan masyarakat yang lebih aman dan adil bagi semua individu.
Namun, dalam prakteknya, masih ada tantangan dalam memberikan perlindungan dan
pemulihan yang memadai bagi korban. Kurangnya sumber daya, terutama di daerah-daerah
terpencil, sering kali menjadi hambatan dalam menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh
korban kekerasan seksual. Selain itu, masih ada kekurangan dalam infrastruktur dan fasilitas
yang memadai untuk mendukung layanan tersebut, seperti pusat krisis dan rumah perlindungan
bagi korban kekerasan seksual.

Sebagai upaya untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah,
LSM, dan masyarakat sipil dalam menyediakan layanan yang lebih baik bagi korban kekerasan
seksual. Kerja sama ini dapat meliputi pembentukan jaringan layanan yang terintegrasi,
pelatihan bagi petugas yang bekerja dengan korban kekerasan seksual, serta peningkatan akses
korban ke layanan melalui pendekatan yang lebih inklusif dan terjangkau. Selain itu, dalam
mengimplementasikan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, perlu juga memperhatikan
perlindungan terhadap kelompok rentan lainnya, seperti anak-anak dan orang dengan
disabilitas. Kekerasan seksual terhadap kelompok-kelompok ini sering kali terjadi secara
sistematis dan dapat menjadi tantangan tersendiri dalam penanganannya. Oleh karena itu,
undang-undang ini harus diterapkan dengan memperhatikan kebutuhan khusus dan hak-hak
kelompok-kelompok tersebut.

Dalam konteks internasional, Undang-Undang No. 12 Tahu|h2022 juga menegaskan
komitmen Indonesia untuk melawan kekerasan seksual secara global. Kerja sama internasional
dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual menjadi penting dalam
menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan lintas batas. Melalui kerja sama ini,
Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain dalam nﬁlawan kekerasan seksual dan
memperkuat kapasitas dalam menangani kasus-kasus tersebut. Undang-Undang No. 12 Tahun
2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki dampak
yang signifikan dalam upaya melawan kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan, di
Indonesia. Namun, untuk mencapai perlindungan yang lebih efektif bagi korban dan mencegah
terjadinya kekerasan seksual secara menyeluruh, diperlukan upaya bersama dari semua pihak,
termasuk pcmcrintaibLSM, dan masyarakat sipil. Dengan kerja sama yang kuat dan komitmen
yang berkelanjutan, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi
semua individu, ta&ma terkecuali.

Penerapan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan
Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah membawa dampak yang signifikan dalam upaya
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melawan kekerasan seksual, khususnya terhadap pcrcmp&n, di Indonesia. Salah satu dampak
utama adalah peningkatan kesadarawasya:akat akan kekerasan seksual dan perlindungan
terhadap korban. Dengan adanya undang-undang yang secara tegas mengatur tentang
pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, masyarakat menjadi lebih sadar akan
pentingnya melawan kekerasan seksual dan memberikan perlindungan yang adekuat bagi
korban. Namun, peningkatan kesadaran ini juga membawa tantangan %ﬁm penanganan kasus
kekerasan seksual. Meskipun ada peningkatan jumlah laporan, masih banyak kasus kekerasan
seksual yang tidak dilaporkan karena berbagai alasan, termasuk ketakutan akan stigma sosial
dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 juga memberikan landasan yang lebih kuat bagi
perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Hal ini tercermin dalam penegakan
hak-hak korban, termasuk hak atas layanan keschatan, layanan psikososial, dan bantuan
hukum. Namun, masih ada tantangan dalam memberikan perlindungan dan pemulihan yang
memadai bagi korban. Kurangnya sumber daya, terutama di daerah-daerah terpencil, sering
kali menjadi hambatan dalam menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh korban kekerasan
seksual. Selain itu, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 juga mencerminkan perubahan budaya
dan sikap terhadap kekerasan seksual di masyarakat. Dengan adanya undang-undang yang
mengatur secara tegas tentang perlindungan korban dan penegakan hukum terhadap pelaku
kekerasan seksual, diharapkan masyarakat akan lebih cenderung untuk melaporkan kasus-
kasus kekerasan seksual dan mendukung korban. Namun, upaya penerapan undang-undang ini
tidak selalu berjalan mulus. Masih ada kendala-kendala dalam sistem peradilan yang
menghambat proses penanganan kasus kekerasan seksual, seperti lambatnya proses peradilan,
kurangnya bukti yang cukup, dan minimnya saksi yang bersedia untuk memberikan kesaksian.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual juga harus memperhatikan hak asasi
manusia dan prinsip keadilan. Terdapat risiko bahwa dalam upaya untuk menegakkan hukum,
hak-hak individu, terutama hak asasi manusia korban dan pelaku, dapat diabaikan atau
dilanggar. Implikasi lain dari andang-Undang No. 12 Tahun 2022 adalah pentingnya
meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual. Melalui
pendidikan dan kampanye sosial yang terarah, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami
bahaya kekerasan seksual, mengenal tanda-tanda dan cara menghindarinya, serta memberikan
dukungan kepada korban. Namun, pendidikan dan kesadaran itu sendiri juga memerlukan
sumber daya dan komitmen yang besar dari pemerintah dan masyarakat. Dipeaukan program-
program yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan tersebut. Undang-Undang

No. 12 Tahun 2022 telah membawa perubahan positif dalam upaya melawan kekerasan seksual
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di Indonesia. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi dalam penerapannya,
termasuk dalam penegakan hukum, perlindungan korban, dan perubahan budaya masyarakat.
Diperlukan kerja keras dan komitmen bersa dari semua pihak untuk mencapai tujuan
perlindungan yang lebih efektif bagi korban kekerasan seksual dan mewujudkan masyarakat

yang lebih aman dan adil bagi semua individu.

KESIMPULAN DAN SAR

Dalam menyimpulkan, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan
Penanganan Tinﬁk Pidana Kekerasan Seksual telah membawa perubahan signifikan dalam
upaya melawan kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan, di Indonesia. Undang-
undang ini menandai langkah maju dalam menegakkan keadilan dan perlindungan bagi korban
kekerasan seksual, dengan memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pencegahan,
penanganan kasus, perlindungan hak-hak korban, dan upaya kolaboratif antara pemerintah dan
masyarakat sipil. Meskipun undang-undang ini telah membawa dampak positif, masih ada
banyak tantangan yang perlu diatasi dalam penerapannya. Kendala-kendala seperti lambatnya
proses peradilan, kurangnya sumber daya, stigma sosial, dan minimnya kesadaran masyarakat
masih menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi korban kekerasan
seksual.

Namun, dengan kerja keras, komitmen bersama, dan kolaborasi antara pemerintah,
LSM, dan masyarakat sipil, tantangan-tantangan ini dapat diatasi. Pentingnya meningkatkan
pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual, memperkuat sistem
penegakan hukum, dan menyediakan layanan dukungan yang memadai bagi korban tidak boleh
diabaikan. Selain itu, perlindungan terhadap kelompok rentan lainnya, seperti anak-anak dan
orang dengan disabilitas, juga harus diperhatikan dalam penerapan undang-undang ini.
Kekerasan seksual terhadap kelompok-kelompok ini sering kali terjadi secara sistematis dan

memerlukan pendekatan yang khusus dalam penanganannya.
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